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ABSTRAK 

Fadli Saputra M / 222017137 / 2021 / Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian 
Internal, dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada Pemerintahan 
Desa dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Desa-Desa yang ada 
di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin). 
 
Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian 
Internal, dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada Pemerintahan Desa 
dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi. Tujuannya untuk mengetahui Kompetensi Aparatur 
Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) 
pada Pemerintahan Desa dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi Pada Desa-Desa yang ada di 
Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif. Populasi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, kasi pemerintahan, kasi kesejateraan, 
kasi pelayanan, kaur keuangan, kaur tata usaha, dan kaur perencanaan. Sampel dalam penelitian ini adalah 
aparatur desa. Uji hipotesis ysng digunakan adalah regresi linear berganda dan moderated regression 
analysis. Secara bersama-sama Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan 
Whistleblowing System berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Hasil ini menunjukkan secara 
persial Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, Sistem Pengendalian 
Internal dan Whistleblowing System tidak berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan. Dan secara 
moderasi, Moralias Individu, merupakan homologiser moderasi, Kompetensi Aparatur Desa terhadap 
Pencegahan Kecurangan, Moralitas Individu merupakan predictor moderasi Sistem Pengendalian Internal 
terhadap Pencegahan Kecurangan, Moralitas Individu merupakan predictor moderasi Whistleblowing System 
terhadap Pencegahan Kecurangan. 

  

Kata Kunci : Kompetensi, Sistem, Whistleblowing System, Moral, Pencegahan. 
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ABSTRACT 

Fadli Saputra M / 222017137/2021 / Effect of Competence for Administrative Village, Internal Control 
Systems, and Whistleblowing System of the Prevention of Fraud (Fraud) on the Village Administration 
with Morality Individual As Variable Moderation (Empirical Study On Villages in Sub Rambutan 
Banyuasin ). 

The formulation in this research is how the influence of Administrative Competence Village, Internal Control 
Systems, and Whistleblowing System of the Prevention of Fraud (Fraud) on the Village Administration with 
Morality Individual Variable As Moderation. The goal is to determine the competence of Administrative Village, 
Internal Control Systems, and Whistleblowing System of the Prevention of Fraud (Fraud) on the Village 
Administration with Morality Individual Variable As Moderation In Villages in Sub Rambutan Banyuasin. This 
research includes associative research. The population used in this study were the village head, village 
secretary, head of government, head of welfare, head of service, head of finance, department of administration, 
and head of planning. The sample in this study is a questionnaire. The hypothesis test used is multiple linear 
regression and moderated regression analysis. Together, the Competence of the Village Apparatus, the 
Internal Control System, and the Whistleblowing System have a positive effect on fraud prevention. These 
results show partially that the Village Apparatus Competence has an effect on fraud prevention, the Internal 
Control System and the Whistleblowing System have no effect on Fraud Prevention. And in moderation, 
Individual Morality is a moderating homologist, Village Apparatus Competence on Fraud Prevention, Individual 
Morality is a moderating predictor of the Internal Control System for Fraud Prevention, Individual Morality is a 
moderating predictor of the Whistleblowing System for Fraud Prevention. 

  

Keywords: Competence, System, Whistleblowing System, Moral, Prevention. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu upaya negara untuk memperkecil ketimpangan sosial 

dengan membuat aturan tentang implementasi agar pelayanan kepada 

masyarakat tepat sasaran dan jalannya program pemerintah baik yang bersifat 

administrasi maupun keuangan sejalan dengan semangat untuk memperbaiki 

kesejahteraan serta kualitas penduduk desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 

2014 tentang desa, desa diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk 

mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan pemanfaatan 

sumber daya yang tersedia baik itu sumber daya alam maupun sumber daya 

manusia. Dasar aturan hukum dan pemberian wewenang tersebut, maka 

dibentuklah pemerintahan desa sebagai pihak yang bertanggung jawab atas 

pengelolaan sumber daya desa dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan desa yang 

bertujuan untuk memperdayakan desa. 

Pemerintahan pusat memberikan alokasi anggaran kepada desa 

dalam bentuk dana desa untuk meningkatkan anggaran pembangunan, 

pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa adalah dana yang 

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang 

diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan 

belanja daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai 

penyelengaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
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masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah telah mengucurkan 

dana yang cukup besar setiap tahunnya untuk diberikan kepada desa. 

Dana desa yang diberikan pemerintah untuk desa, pemerintah telah 

mempersiapkan peraturan agar dana desa yang diberikan dapat dikelola dan 

dipertanggung jawab dengan baik. Terdapat peraturan Pemerintah No. 60 

Tahun 2014 membahas dana desa yang diperbarui dengan Peraturan 

Pemerintah No. 22 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri dalam negeri RI No. 

20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur tentang 

pengelolaan dana desa. 

Fraud bisa dianalogikan dengan penyakit, karena lebih baik di cegah 

dari pada diobati. Jika menunggu terjadinya fraud baru ditangani itu artinya 

sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak-pihak tertentu, 

bandingkan bila kita berhasil mencegahnya, tentu kerugian belum semuannya 

beralih ke pelaku Fraud tersebut. Dan bila fraud sudah terjadi maka biaya 

yang dikeluarkan jauh lebih besar untuk memulihkannya dari pada 

melakukan pencegahan sejak dini. (Fitrawansyah, 2014 dalam  romadaniati 

2020). 

Fraud (kecurangan) merupakan penipuan yang disengaja dilakukan 

yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak-pihak yang dirugikan 

tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan 

itu sendiri secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang 

dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan luar organisasi dengan maksud 

untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang secara langsung 
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merugikan orang lain. 

Pencegahan Fraud (kecurangan) merupakan suatu tindakan upaya 

untuk mencegah atau menahan agar seseorang tidak melakukan perbuatan 

kecurangan yang bersifat dapat merugikan. Pencegahan terjadinya 

kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan 

adanya kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan juga 

menerapkankan whistleblowing system kepada karyawan atau perangkat desa 

dan juga menambahkan moralitas setiap individu. 

Menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 

2017 Kompetensi aparatur desa adalah kemampuan dan karakteristik yang 

dimiliki oleh seseorang Pegawai Aparatur, berupa pengetahuan, keterampilan 

dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, 

sehingga Aparatur tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara professional, 

efektif dan efesien. (Pemedagri, 2017). Kompetensi dapat  dijelaskan sebagai 

kemampuan seseorang, lembaga dan masyarakat untuk melakukan 

keberhasilan, untuk mengidebtifikasii dan mencapai tujuan. Aparatur desa 

merupakan faktor yang paling penting untuk menentukan keberhasilan 

pelakaksanaan tugas-tugas dibebankan kepadanya. Dimensi peningkatan 

kopentensi aparatur desa mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan 

dan wawasan yang diperoleh melalui pendidikan, latihan, belajar dan 

pengalaman. 
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Sistem pengendalian internal adalah suatu cara mengawasi, 

mengarahkan serta mengukur sumber daya suatu lembaga dan memiliki peran 

yang penting di dalam pencegahan dan pendeteksi adanya tindakan 

kecurangan dientitas tersebut. Menurut PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP 

mengenai sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada 

tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan 

dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya 

tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien, keandalan 

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap 

peraturan perundang-undangan. 

Penerapan Whistleblowing system dengan baik oleh pegawi 

diperlukan dalam pencegahan kecurangan, menurut Alfian et al., (2018). 

Whistleblowing system dapat didefeniskan sebagai suatu pengungkapan oleh 

karyawan mengenai suatu informasi yang diyakini mengandung pelanggaran 

hukum, peraturan, pedoman praktis, pernyataan professional, atau berkaitan 

dengan Kesalahan prosedur, korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau 

membahayakan publik dan keselamatan tempat kerja. Menurut Nugroho 

(2015) sistem pelaporan pelanggaran atau yang biasa disebut whistleblowing 

system adalah wadah bagi seorang whistleblowing untuk mengadukan 

kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal organisasi. 

Penanganan Whistleblowing yang baik diharafkan akan menambah kesadaran 

bahwa pegawai pemerintah harus terus menjaga integritasnya. Karena jika 

tidak, akan adan whistleblower yang akan mengungkapkan penyimpangan 
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integritas mereka dalam menjalankan tugas dan berakibat pada penjatuhan 

sanksi hukuman tanpa memandang bulu. Dengan diterapkannya 

whistleblowing system diharapkan dapat menciptakan aparatur negara yang 

bersih, profesional dan bertanggung jawab (Kementerian Keuangan, 2013). 

Menanamkan Moralitas setiap individu sangat diperlukan dalam 

pencegahan kecurangan, Dwi et al., (2017) menyatakan bahwa moral 

manusia dapat dilihat dari kepribadian dan pola pikir mereka yang 

menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, pola pikir ini akan mengurangi 

rasa ingin melakukan kecurangan. 

Penelitian ini menggunakan moralitas individu sebagai variabel 

moderating. Moralitas individu juga berperan penting dalam kesalahan 

kecurangan (fraud) yang cenderung masih sering terjadi di pemerintahan 

desa. Moral merupakan hal yang sesuai dengan keyakinan umum yang 

diterima masyarakat, berkaitan dengan penilaian norma tindakan manusia. 

Semakin tinggi level penalaran moral individu, maka akan semakin tinggi 

kecenderungan untuk tidak melakukan kecurangan (fraud) (Dennyningrat 

dan Saputra, 2018). Moralitas dapat diartikan sebagai kualitas yang 

menjujungkan baik atau buruknya sikap atau perbuatan seseorang. Seseorang 

dikatakan bermoral apabila memiliki daya tarik untuk berperilaku  baik yang 

memiliki nilai positif dalam penilaian masyarakat setempat. Seseorang yang 

tidak memiliki moral cenderung akan melakukan tindakan atau perbuatan 

untuk melakukan kecurangan yang akan merugikan bahkan membahayakan 

orang lain (Tarigan, 2016). 
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Penelitian yang dilakukan Wahyuni Nova (2019), Atmadja dan 

Saputra (2017), Eldayanti (2020), Rahmawaty (2015), Basirrudin dan Amin 

(2014), dan Munti dkk (2017) manyatakan bahwa Kompetensi aparatur desa 

berpengaruh terhadap pencegahan Kecurangan, berbeda pendapat dengan 

Anisykurillsh Wardianti (2018), Hendriani (2013), Widyatama, dkk (2017), 

Inapty dan Martiningsih (2015), dan Indriani et al., (2018), dan Herman dan 

Mahdi (2020) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa tidak 

berpengaruh terhadap kecurangan. 

Penelitian yang dilakukan Devi dkk, (2020), Josephn et al., (2015), 

Nisak dkk (2013), Atmadja dan Saputra (2017), Purwitasari (2013), Laksmi 

dan Sujana (2019), Hermiyeti (2008), menyatakan bahwa sistem 

pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam 

pengelolaan dana desa, berbeda pendapat dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Usman et al., (2015), Wonar et al., (2018), menyatakan bahwa tidak 

berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. 

Penelitian yang dilakukan Wahyuni Nova (2019) Adi Kusuma 

(2017), Trisna (2017), Kadek Widiyarta (2017), Siska Agusyani (2016), dan 

Metta Gaurina (2017) menyatakan bahwa Whistleblowing Ayatem 

Berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan, berbeda pendapat dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Titaheluw (2011), dalam Endang (2018), 

dan Ary (2019) menyatakan bahwa Whistleblowing System tidak 

berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. 
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Penelitian yang dilakukan Wardana et al., (2017), Setiawan (2018), 

Aranta (2013), Puspasasri dkk, (2015), Laksmi dan Sujana (2019), dan 

Rahimah et al., (2018) menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh 

terhadap kecurangan, berbeda pendapat dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Dewi et al., (2017), Ade (2017), Puspasari dkk (2015), menyatakan 

bahwa moralitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. 

Fenomena kasus pengelolaan keuangan dana desa banyak terjadi di 

Indonesia. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh Indonesia corruption 

watch (ICW,2018) telah mengawasi tindakan korupsi yang terjadi di desa. 

Hasil pemantauan ICW, pada tahun 2015-2017 kasus tindak pidana korupsi 

di desa semakin meningkat. Kasus korupsi mencapai 17 kasus pada tahun 

2015 dan melonjak menjadi 41 kasus pada tahun 2016. Peningkatan yang 

sangat sugnifikan terjadi di tahun 2017 dengan 96 kasus. Sehingga seluruh 

kasus korupsi yang teridentifikasi berjumlah 154 kasus. 

Terdapat 154 kasus korupsi tersebut, tidak semuanya adalah kasus 

korupsi yang melibatkan APBDes. Jumlah kasus dengan objek APBDes 

berjumlah 127 kasus, sementara berturut-turut terdapat 27 kasus dengan objek 

bukan anggaran desa atau total 18% dari jumlah kasus. Pemungutan liar yang 

dilakukan aparat desa merupakan kasus dengan objek selain APBDes. 

Sedangkan kasus terkait APBDes yang dikorupsi terdiri dari korupsi alokasi 

dana Desa (ADD), Dana Desa, Kas Desa dan lain-lain. Bermacam-macam 

modus dilakukan oleh pelaku korupsi di pemerintahan desa, sebagai besar 

merupakan praktik penyalahgunaan anggaran sebanyak 51 kasus, 32 kasus 
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penggelapan, laporan fiktif dengan 17 kasus, kegiatan atau proyek fiktif 15 

kasus dan sebanyak 14 kasus pembengkakkan anggaran. Melonjaknya 

korupsi di sektor desa menggambarkan catatan buruk yang berkaitan erat 

dengan pembahasan evaluasi kebijakan pemerintahan untuk desa. Seluruh 

kasus korupsi tersebut mensyaratkan bahwa desa yang diyakini menjadi 

bagian dari pembangunan sampai detik ini menjadi ladang korupsi baru. 

Fenomena yang terjadi di Daerah Sumatera Selatan seorang 

tersangka korupsi dana Desa di Desa Arisan Gading, Kabupaten Ogan Ilir 

Tahun Anggaran 2018. Tersangka Jon (42) mantan kades periode 2013-2019 

yang diduga korupsi dana desa sekitar Rp 641 juta itu diamankan tim Subdit 

Tipikor Polda Sumsel dari tempat persembunyiannya di Jakarta. Dia 

menjelaskan kronologis pengungkapan kasus tersebut bermula ditemukan 

adanya perbuatan melawan hukum penyimpangan dana pembangunan fisik 

dua kegiatan tidak sesuai volume. Kedua pekerjaan itu yakni pembangunan 

jalan rabat beton dusun I, II dengan volume 390 X 1.50 X 0.15 di Desa Arisan 

Gading, Indralaya Selatan, serta pembangunan jalan rabat beton dusun I, II 

dengan volume 300 X3.50 X0.15. 

Penggelapan dana kegiatan BUMDes sebesar Rp 50 juta yang 

seharusnya untuk pembelian tenda diambil oleh mantan Kades Arisan Gading 

diduga untuk keperluan pribadi. Tersangka memanipulasi dokumen laporan 

pertanggung jawaban keuangan baik dana desa, alokasi dana desa maupun 

siltap, berupa tanda tangan penerima yang namanya tercantum di laporan 

tersebut. Padahal tidak pernah menandatangani dokumen itu dan tidak pernah 

https://republika.co.id/tag/korupsi-dana-desa
https://republika.co.id/tag/dana-desa
https://republika.co.id/tag/polda-sumsel
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menerima uang seluruh atau sebagian. 

Dia menjelaskan, Desa Arisan Gading, Kecamatan Indralaya 

Selatan, Ogan Ilir memperoleh dana APBdes Tahun Anggaran 2018 dan telah 

ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening Kas Desa 

(RKD) Rp 1.107. 930.000 terdiri atas dana desa sumber APBN sebesar Rp 

689. 347.000 dan alokasi dana desa sumber APBD Kabupaten Ogan Ilir 

sebesar Rp 348.083.000. Perbuatan tersangka tersebut melanggar Undang-

Undang No. 31 Tahun 1999 Tetang pembarantasan tindak pidana korupsi 

yang diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001. Sesuai UU tersebut penyidik 

menetapkan pasal yang dipersangkakan kepada Jon mantan kades Arisan 

Gading yakni Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup 

atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta 

didenda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar (Antara 

New.Com) 

Hal yang terjadi di pemerintahan Kabupaten Biak Numfor, 

melakukan evaluasi terhadap penyalahan Dana Desa tahap pertama sebesar 

60% untuk tahun 2017. Untuk pencairan Dana Desa tahap pertama sebesar 

60% sudah dipergunakan kepala kampung sebagai pengguna anggaran, Kata 

Asisten I Sekda Biak, I Putu Wiadnyana di Biak. Menurutnya, berdasarkan 

pengawasan yang dilakukan di lapangan selama proses pencairan tahap 

pertama, pemanfaatan dan penggunaannya telah sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat desa yang mendapatkan dana alokasi tersebut (Koreri.com). 

Namun sebanyak 203 kampung di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, 
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belum menyerahkan laporan pertanggung jawaban dana desa tahap pertama 

sebesar 60%. Sesuai data yang masuk LPJ dana desa dari keseluruhan 

sebanyak 54 kampung, yang sisanya sampai saat ini pemkab Biak Numfor 

masih menanti pelaporannya, ujar Pelaksana tugas Bupati Biak Herry Ario 

Naap di Biak. Ia mengatakan setiap kampung menerima kucuran dan desa 

pada tahun 2017 sebesar Rp 720 juta dengan pencairan dua tahap dan bagi 

kampung yang sudah menyerahkan laporan pertanggung jawaban 

penggunaan dana desa tahap pertama yang akan menerima pencairan dana 

desa tahap kedua. Keterlambatan laporan pertanggung jawaban disebabkan 

karena kurang pahamnya aparatur tentang laporan pertanggung jawaban yang 

merupakan syarat pencairan tahap berikutnya. 

Kasus selanjutnya yang terjadi di Bone, Sulawesi Selatan. Seorang 

kepala desa di Bone, yang bernama Ardi (31) ditetapkan sebagai tersangka 

kasus korupsi dana desa. Tindak korupsi tersebut diduga dilakukan pada 

tahun anggaran 2017 hingga 2018. Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan 

Kerugian Negara dari Tim Audit Inspektorat Daerah Pemkab Bone diperoleh 

total kerugian negara senilai Rp 330.660.613. Kasus korupsi dana desa di 

Desa Tondong ini tersangka Ardi sengaja tidak menyerahkan seluruh dana 

desa sesuai yang ada pada Pagu Anggaran di APBDes kepada pelaksana 

kegiatan, tetapi Ardi memerintahkan untuk membuat laporan Pertanggung 

Jawaban (LPJ) penggunaan Dana desa (DD) yang tidak sesuai dengan fakta 

dan kenyataan yang ada di lapangan alias Fiktif. (news. Detik. com). 
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Tabel 1.1 

Survei Pendahuluan 
Kantor Kepala Desa di Kecamatan 

Rambutan Kabupaten Banyuasin 

Hasil Survei Pendahuluan 

Kantor Kepala Desa Sako di Kecamatan 

Rambutan Kabupaten Banyuasin. 

(Jl. Palembang SP. Padang KM. 19 Desa Sako 

Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin). 

Berdasarkan hasil pengamatan dan survei yang 

dilakukan pada Kantor Desa Sako, bahwasanya desa 

sako telah menerapkan whistleblowing sysem 

dikantor kepala desa sako, seperti halnya kotak 

saran yang terdapat di luar kantor kepala desa sako 

dan juga pelaporan dalam bentuk penempelan 

benner didepan kantor desa tersebut dengan adanya 

beberapa himbauan sistem pelaporan pelanggran 

tersebut sudah cukup bagi kantor desa sako 

mencegah atau meminimalisir terjadinya 

kecurangan karena whistleblowing system sangat 

dipergunakan didalam terjadinya kecurangan 

dilakukan aparatur desa tersebut  akan tetapi didesa 

sako terkait  sistem pengendalian internal yang ada 

sudah baik, akan tetapi belum maksiaml  sistem yang 

ada yang dipakai oleh pegawai/staff belum sesuai 

dengan kemampuan dan masih kurangnya 

pengawasan yang dilakukan oleh aparatur desa 

dalam  mengawasi kinerja dari pegawai desa. Begitu 

juga dengan kompetensi yang dimiliki oleh aparatur 

desa dan karyawan merupakan masih ada lulusan 

SMA, sehingga sering kali terdapat kesulitan 

karyawan dalam mengoperasikan komputer. 

Kantor Kepala Desa Sungai Pinang di 

Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. 

(Jl. Kapten Robani Kadir No. RT. 19, Sungai 

Pinang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten 

Banyuasin) 

Hasil pengamatan dan survei yang dilakukan pada 

Kantor Kepala Desa Sungai Pinang Bahwa sistem 

pengendalian internal belum dilaksanakan secara 

maksimal hal ini dikarenaka belum maksimalnya 

dalam melakukan pengawasan dan masih sering 

terjadi tidak tepatan dalam menyampaikan informasi 

antara kepala desa dengan karyawan yang ada 

dikantor tersebut. Selain itu dalam pelaksanaan 

aparatur desa lebih menekankan pada sifat-sifat 

yang dimiliki oleh aparatur yaitu sifat kejujuran 

atau juga moralitas dengan harapan untuk 

membantu meningkatkan kompetensi yang dimiliki 

oleh setiap aparatur, sedanglkan whistleblowing 

system didesa sungai pinnag sudah ada tapi belum 

begitu maksimal diterpakna diarea kantor tersebut. 

 

Kantor Kepala Desa Pangkalan Gelebak 

Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. 

(Jl. Jamparing Dusun 1 RT 2, Desa Pangkalan 

Gelebak, Kecamatan Rambutan, Kabupaten 

Banyuasin) 

Berdasarkan hasil pengamatan dan survei yang 

dilakukan pada Kantor Kepala Desa Pangkalan 

Gelebak bahwa kompetensi aparatur desa masih 

belum begitu maksimal dalam penerapannya 

terhadap karyawan-karyawan atau staff yang ada  

dikantor kepala desa tersebut. Selain itu sistem 

pengendalian internal yang sudah dimiliki belum 

maksimal digunakan seperti penginputan data-data 

setiap warga masih ada kendala dalam penginputan 

tersebut sehingga menjadi kertelambatan dalam 

hal tersebut. 

 
 

Sumber : Penulis, 2021 
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Berdasarkan hasil survei pendahuluan dari ketiga kantor kepala desa 

tersebut terdapat masih ada desa yang memiliki sistem pengendalian internal 

yang lemah karena belum terbaginya posisi karyawan yang sesuai dengan 

kemampuan karyawan yang bekerja pada kantor kepala desa tersebut dan 

masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh aparatur desa dalam 

mengawasi kinerja staff desa. 

Hal ini tentunya dikarena kan oleh banyak faktor, diantarannya 

adalah kemampuan dari aparatur pemerintahan desa itu sendiri, seperti 

tingkat pendidikan formal atau juga pendidikan non-formal. Dalam mencapai 

tujuan bersama maka aparatur desa yang ada di Kecamatan Rambutan 

harusnya mempenyai keahlian yang cukup baik dalam memenuhi 

kewajibannya, maka sangat diperlukan dalam meningkatkan keterampilan 

dan keahlian dalam menjalan kan tugasnya dengan baik. Melayani dan 

memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut sangat dibutuhkan aparatur desa 

yang benar- benar bisa bertanggung jawab dan memahami dari bidang yang 

dijalankannya. Maka, baik kepala desa atau pun staff dapat meningkatkan 

kualitas kinerjanya dengan melakukan pelatihan-pelatihan guna menciptakan 

kinerja yang baik. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan bahwa 

kompetens aparatur desa di Kecamatan Rambutan itu belum sesuai dengan 

yang di inginkan. 
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Berdasarakan pada uraian diatas maka dari itu penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur 

Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System 

terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada Pemerintahan Desa 

Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi” 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian 

Internal, dan  Whistleblowing System terhadap Pencegah Kecurangan ? 

2. Bagaimana Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan 

Kecurangan ? 

3. Bagaimana Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan 

Kecurangan ? 

4. Bagaimana Pengaruh Whistleblowing System terhadap Pencegahan 

Kecurangan ? 

5. Bagaimana Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan 

Kecurangan yang dimoderasi oleh Moralitas Individu ? 

6. Bagaimana Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pencegahan 

Kecurangan yang dimoderasi oleh Moralitas Individu ? 

7. Bagaimana Pengaruh Whistleblowing System terhadap Pencegahan 

Kecurangan yang dimoderasi oleh Moralitas Individu ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdaskan uraian rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini 

bertujuan : 

1. Untuk menguji Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem 

Pengendalian Internal, dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan 

Kecurangan. 

2. Untuk menguji Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap 

Pencegahan Kecurangan. 

3. Untuk menguji Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap 

Pencegahan Kecurangan. 

4. Untuk menguji Pengaruh Whistleblowing System terhadap Pencegahan 

Kecurangan. 

5. Untuk menguji Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap 

Pencegahan Kecurangan yang dimoderasi oleh Moralitas Individu 

6. Untuk menguji Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap 

Pencegahan Kecurangan yang dimoderasi oleh Moralitas Individu 

7. Untuk menguji Pengaruh Whistleblowing System terhadap Pencegahan 

Kecurangan yang dimoderasi oleh Moralitas Individu. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan 

untuk pihak-pihak sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk 

menambah wawasan mengenai pengaruh kompetensi aparatur desa, 

sistem pengendalian internal dan whistleblowing system terhadap 

pencegahan fraud pada pemerintahan desa dengan moralitas individu 

sebagai variabel moderasi. 

2. Bagi Aparatur Desa 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat kepada 

aparatur desa di Indonesia khususnya mengenai pengaruh kompetensi 

aparatur desa, sistem pengendalian internal dan whistleblowing system 

terhadap pencegahan kecurangan fraud pada pemerintahan desa dengan 

moralitas individu sebagai variabel moderasi. 

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat dipegunakan sebaik-baiknya  oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai referensi maupun sebagai 

bahan penelitian selanjutnya.
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